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PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 6171036408780006, tempat dan tanggal lahir
Pontianak 24 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXxxX tempat tinggal di Jalan
Kom Yos Sudarso Gang Belimbing Nomor 22 RT.003 RW.010,
Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat Kota
Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 6171032107770002, tempat dan tanggal lahir
Pontianak 21 Juli 1977, agama lIslam, pendidikan terakhir
SMA pekerjaan XxXXxXXXxX XXxxxx semula bertempat tinggal di
tempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Belimbing
Nomor 22 RT.003 RW.010, Kelurahan Sungai Jawi Luar,
Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, namun sekarang
berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Pontianak,
XXXXX XXXXXXXXRK XKXX XXXXXX XKKK, XXXXXXXXX XXXXKK XXXX
XXXXXXXXX XXXX XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor
179/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 01 Mei 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, sebagaimana
tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 564/05/V/2005 tertanggal 02
Mei 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
pemberian orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat
tersebut di atas hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir di Pontianak tanggal 23
Maret 2006 dan ANAK 2 lahir di Pontianak tanggal 28 Juli 2011;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga bertengkar;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat diantaranya;

5.1 Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain hingga menikah
yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari teman Penggugat
dan menyaksikan langsung perselingkuhan tersebut;

5.2 Tergugat juga pernah menjual rumah yang ditempati Penggugat dan
anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan untuk modal
usaha;

5.3 Tergugat juga pengguna sekaligus pengedar obat-obatan terlarang
jenis narkoba;

6. Bahwa puncak perselisahan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tahun 2019 pada waktu itu Penggugat ketangkap

basah membawa obat-obatan terlarang tersebut dan dikenai hukuman 8
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(delapan) tahun kurungan, dan ketika Tergugat meminta Penggugat
untuk menjadi penjamin atas Tergugat, Penggugat menolak hingga
akhirnya Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat
ketika Tergugat sudah keluar dari tahanan, dan ancaman tersebut kerap
di lakukan Tergugat hingga saat ini, atas dasar tersebut Penggugat
memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

7. Bahwa, berdasarkan pada posita di atas Penggugat dan Tergugat sudah
tidak tinggal Bersama, Penggugat tetap tinggal di rumah milik orang tua
Penggugat dan Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A
Pontianak, XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXX XXXX XXXX;

8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup
bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama
Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka
Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan kembali dan
Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan
gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas,

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
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menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan
bukti bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 564/05/\V//2005 tertanggal 02 Mei
2005 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pontianak Barat Kota
Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi
tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan sedang menjalani pidana 8 tahun penjara
Nomor W16.PAS.PAS.1.PK.01.02-286 tertanggal 05 Februari 2024
yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Kantor Wilayah Kalimantan Barat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA
Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi
tanda P.2;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas
dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil

(posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak
tidaknya tidak membantah dalil dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat alat bukti yang cukup;
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Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata,

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya, telah
mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2)i;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal
285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan sedang
menjalani pidana 8 tahun penjara) telah memenuhi syarat formal dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata,
membuktikan bahwa Tergugat sedang menjalani pidana penjara selama 8

(delapan) tahun;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, maka

dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di

KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir di Pontianak tanggal 23
Maret 2006 dan ANAK 2 lahir di Pontianak tanggal 28 Juli 2011;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah

Tergugat pengedar obat obatan terlarang jenis narkoba;
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- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat ketangkap basah membawa obat-
obatan terlarang tersebut dan oleh karena itu Tergugat dikenai hukuman
8 (delapan) tahun kurungan penjara;

- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukan sikap dan

tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis
Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah
tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat
disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai
dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan
Tergugat, dengan diikuti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang
terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal
22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah
tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini
sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan

perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
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sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah
dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagi berikut:

O\ :\.AA‘)} 3{5»‘*@5-.\-\-';"%} L@.ﬁ\j\ “M lé\‘j‘)‘ éum\weﬁéhu\ 4:\:1‘ SRS
oS ol cy Y Gl b

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan
yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak
mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak
mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini
sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada
ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah
perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan
tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-
masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat
para ulama’, sebagaimana terrcantum di dalam Kitab Figh Sunnah Jilid I

halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:
@b 1Y AL ddlh all il duay @l oalll e @l ol W s
lagin oha Yl e Jae 5 )l
Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap
suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila
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nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya

sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, jo. Pasal 116 Huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek
dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah );

Penutup
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Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 9 Sya’ban 1445 Hijriah oleh kami Hj. Andriani, S.Ag., M.E.,
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.l. dan Drs. A. Fuadi
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para
hakim anggota tersebut dan M. Said, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd/materai
Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Ttd
M. Said, S.H.

Perincian biaya :
1. PNBP : Rp50.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp412.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp567.000,00

(lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
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